aw

Mgnimbang

Mengingat

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBGGAN
NOMOR 12  TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KARAOKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 25 ayat (§)
Peraturan Dacreh Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, perlu menetapkan

|

" Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Karaoke:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tazhun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraluran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389); f‘} '

F
F

.-_._ﬂﬂ-‘”-'



10.

11.

12

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-lUindang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang
Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5311});

Peraturan Presiden Nomor €3 Tahun 2014 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 140);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16
Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomer 1551);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Provinsi Jawa -Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3)



15.

bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerzah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerzh
Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 13 Tahun 20156, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13}
. Peraturan Dasrah Kahupaten Grobogan Nomor 7 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Crobogan Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
Peraturan Daerah Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KARAOKE.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupat adalah Bupati Grobogan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piniu
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang



10.

LE.

12,

13.

penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada
masyarakat.

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Grobogan yang selanjutnya discbut
DISPORABUDPAR adalah perangkat  Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan
olah raga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan
urusan pemerintahan bidang pariwisata,

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebutSATPOL
PP adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyvarakat sub urusan ketenteraman
dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

Badan adalah sekumpulan orang danj/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
vang tidak meélakukan wusaha yang meliputt perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(EUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi scsial polittk, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolcktif dan benmuk usaha tetap.
Instansi terkait adalah unit/satuan kerja di lingkungan
Pemenntah Daerah yang berkaitan dengan perizinan dalam
penyelenggaraan usaha karacke.

Usaha Karaoke adalah usaha yang menycdiakan tempat dan
fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

Pengusaha Karacke adalah badan yang menyelenggarakan
Usaha Karaoke.

Pemandu lagu adalah sesecrang yang melayani dan/atau
mendampingi  pengunjung/pelanggan karacke  untuk
menyajikan, memilih lagu dan mendampingi menyanyi,

Izin prinsip adalah izin awal untuk pengurusan persyaratan

perizinan lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan industri
pariwisata khususnya karaoke.



14, Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat
TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bshwa
usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah
tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. bentuk usaha dan permodalan;
b. tata cara pendaftaran usaha;
c. standar usaha karaoke,
d. tempat dan jam operasional penyelenggaraan usaha karaoke;
e. kewajiban dan larangan;
f. pengawasan dan pengendalian; dan
g. sanksi administratif.

BAB 111
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN
Pasal 3

Usaha karacke di Daerah disclenggarakan cleh badan usaha
Indonesia berbadan hukum atau ndak berbadan hukum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1} Modal usaha kaaoke dapat berupa modal sendiri atau modal
bersama.

(2) Dalam hal modal usaha bersama antara warga Negara
Indunesia dan Warga Negara Asing maka bentuk usahanya
harus berupa Perseroan Terbatas sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAE IV
TATA CARA PENDAFTARAN USAIIA
Bagian Kesatu
Umum

Paszal 5

(1) Bupati berwenang menerbitkan TDUP.



(2) Dalam  melaksanakan  kewenangannya  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1] Bupati mendelegasikan kepada
Kepala DPMPTSP.

(3) Setiap Pengusaha Karaoke wajib memiliki TDUP sebelum
menjalankan usahanya.

(4) Pendaftaran usaha karaoke dilakukan oleh Pengusaha
Karaoke.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran Usaha Karaoke
Pasal 6

Tahapan pendaftaran usaha karaoke meliputi :
a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
b. pemeriksaan berkas permchonan dan lukasi usaha

pariwisata;
c. penerhitan TDUP dan pencantuman ke dalam Daftar Usaha

Pariwisata; dan

d. pemutakiiran TDUP.

Pasal 7

Seluruh tahapan pendaftaran usaha karacke sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 disclenggarakan tanpa memungut biaya
dari pengusaha karacke.

Bagian Ketiga
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata
Pasal 8

(1) Permohonan pendaftaran usaha karacke diajukan secara
tertulis oleh Pengusaha Karaoke kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan dokumen persyaratan.

(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. akte pendirian badan usaha dan perubahannyvalapabila

terjadi perubahany);

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

surat kesesuaian tata ruang:

pendaftaran penanaman modal;

dokumen pengelolaan lingkungan (UKL/UPL); dan

LI T LU



f. izin mendinkan bangunan.

{4) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokepi yang
telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan pecraturan
perundang-undangan.

(5) Dalam hal pendaftaran usaha dilakukan secara dalam
jaringan  (onling), pengajuan dokumen = persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan
dalam bentuk salinan digital.

(6) Pengusaha kasraoke wajih menjamin melalui pernyataan
tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah absah, benar dan
scsuai dengan fakta.

Pasal 9

Kepala DPMPTSP memherikan bukti penerimaan permohonan
pendaftaran usaha karaoke kepada Pengusaha Karaoke dengan
mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Berkas Perinohonan dan Lokasi Usaha Pariwisata

Pasal 10

(1] DPMPTSP meclaksanakan pemeriksaan kelengkapan,
kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran
usaha karaocke.

(2] Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pendaftaran
usaha karaoke belum memenuhi kelengkapan, kebenaran
dan keabsahan, DPMPTSP secara langsung mcmberitahukan
kekurangan yang ditemukan dan dikembalikan kepada
pengusaha karaoke,

Pasal 11

(1) Kepala DFMPTSP mengundang Tim Tcknis Perizinan untuk
melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha Paling lama 3 (tiga)
hari sctelah berkas permohonan dinyatakan benar, lengkap
dan absah.

(2) Berita Acara hasil pemeriksaan ke lokasi usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dilaporkan kepada Kepala DFMPTSP.



Bagian Kelima
Penerbitan TDUP dan Pencantuman Dalam Daltar Usaha

Pariwisata

Fasal 12

Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
avat (2), Kepala DPMPTSP dapat menyetujui atau menolak
menerbitkan TDRUP.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 13

Dalam hal Kepala DPMPTSP menyetujui, maka obyek
permohonan usaha karaoke tersebut dicantumkan ke dalam
Daftar Usaha Pariwisata untuk selanjutnya diterbitkan TDUP.
TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan
kepada pengusaha karaoke paling lambat 2 (dua) hari keria
setelah Berita Acara diterima.

TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai
bukti bahwa pengusaha telah dapat menyvelenggarakan usaha
karacke dan berlaku selama Pengusaha Karaoke masih
menjalankan usahanva.

Bentuk, isi dan format TDUP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam hal Kepala DPMPTSP menoclak untuk menerbitkan
TDUP, berkas permohonan dikembalikan kepada Pengusaha
Karaoke untuk diperbaiki.

Pengrmbalian berkas permchonan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) disertai dengan pemberitahuan secara tertulis
berkaitan  dengan sebab ditolaknva permohonan usaha
karaoke.

Bagian Kecnam
Permutakhiran Daftar Usah: Pariwisata
Pasal 15

(1) Pemgusaine kassoior wajlh menyampaicam SCCErS E0010S

kepada Kepala DPMPTSP permonhonan pemutakbiran Daftar
Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan paling
lambat 30 [tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan

terjadi.



(<)

(3

(4)

(5]

(1)

(2)

(3)

Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1)
mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi, sebagai berikut :
perubahan sarana usaha;
penambahan kapasitas usaha;
perluasan lahan dan bangunan usaha;

a

b

c

d. perubahan waktu atau durasi operasi ussha;

e. nama Pengusaha Pariwisata;

f. alamat Pengusaha Pariwisata;

g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha
Pariwisata yang berbentuk badan usaha;

h. name usaha pariwisata;

i. lokasi usaha pariwisata,

j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;

k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha

Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor

. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki
Pengusaha Pariwisata.

Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan
dokumen penunjang yang terkait.

Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan atau
fotokapi yang telah dilegalisasi scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Pengusaha karaokc wajib menjamin melalul pernyvataan
tertulis bahwa dalta dan dokumen yang diserahkan
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah
absah, benar dan sesuail dengan fakta.

Pasal 16

Proses Penerbitan TDUP berdasarkan permochonan
pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan
proses penerbitan TDUP awal.

Dengan diterbitkannya TDUFP berdasarkan permohonan
pemutalchiran Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), TDUP terdahulu dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pengusaha karaoke mengembalikan TDUP terdahulu kepada
Kepala DFMPTSP.



(1)

(2)

(2]

(3)

(4)

BABV
STANDAR USAHA KARAOKE

Pasal 17

Setiap Usaha Karaoke, wajib memiliki Sertifikat Usaha
Karaoke dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Karaoke sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlalcu.

Dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Usahﬁ Karaoke
sebagaimana dimzksud pada ayat (1), setiap usaha karaoke
harus memenuhi standar uszha karaoke sebagaimana
tercantum dalam Lampiran vang mempakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati im.

Pasal [8

Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan sertifikat usaha

karaoke, harus dilakukan penilaian terhadap :

a. pemenuhan persyaratan dasar; dan

b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Karaoke.

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, adalah TDUP sebagaimana dimaksud dalam Fasal 13 ayat

{1).

Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tdak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat

dilakukan.

Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlalcu

bagi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi aspek -

a. produk, vang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 15 (lima belas)
sub unsur;

b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu} unsur dan 9
(sembilan) sub unsur; dan

c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat} unsur dan 26
(dua puluh enam) sub unsur.

Pasal 19

Usaha mikro dan usaha kecil dilarang menyelenggarakan usaha
karacke. '
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Pasal 20
Pengusaha Karacke yang tidak memenuhi standar usaha yang
berlaku bagi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Karaoke.

BAB V1
TEMPAT DAN JAM OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN LISAHA KARAOKE

Pasal 21

(1) Usaha Karaocoke hanya dapat dilaksanakan di Kawasan
Perkotaan Puiwodadi dan Kawasan Perkotaan I[bukota
Kecamatan.

Tempat penyelenggaraan karacke harus pada bangunan
gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai
peruntukannya.

(3] lzin Mendirikan Bangunan sebagaimanza dimaksud pada ayat

(2)  wajib atas nama pengusaha karaoke sendiri.

(4] Tempat penvelenggaraan karaoke wajib dipasangi papan
nama dan/atau papan pemunjuk usaha di bagian depan
bangunan vang jelas dan mudah dibaca dengan
mencantumkan nomor TDUP dan menggunakar bahasa
Indonesia dan/atau bahasa asing vang baik dan benar.

(5) Pemasangan papan nama dan atau papan petunjuk usahs
sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan pajak reklame
scsual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Lokasi bangunan gedung tempat penyelenggaraan karaocke
wajib berjarak paling sedikit radius 200 (dua ratus) meter dari
tempat ibadah, pendidikan dan fasilitas umum.

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wanb
mendapatkan persetujuan warga dalam radius 100 meter dari
lokasi pendirian usaha karaocke yang dituangkan dalam Berita
Acarz Sosialisasi dan diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua
Rukun Warga, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.

i1



(3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain
pasar, terminal, pusat pertokoan/perbelanjaan, swalayan,
tempat rekreasi/hiburan dan perkantoran.

(4) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1) adalah
penvelenggaraan karaoke sebagai bagian dari fasilitas hotel
dan/atau rumah makan yang dalam penyelenggaraannya
pengunjung tidak dipungut biaya.

Pasal 23

(1) Jam operasional penyelenggaraan karsoke pada han Senin
sampai dengan Jumat adalah pukul 19.00 WIB sampai
dengan pukul 24.00 WIE.

(2) Jam operasional penyelenggarann karaoke pada hari Sabtu
sampai dengan Minggu adalah pukul 18.00 WIB. Sampai
dengan pukul 24.00 WIB.

(3) Selama bulan Ramadhan dan/ataupada hari besar
keagamaan kegiatan usaha karacke ditiadakan /ditutup.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

Pengusaha karacke wajib :

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat,
budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

b. memberikan informasi vang akurat dan bertanggung
jawab;

c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan
keamanan, dan keselamatan wisatawan;

e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata
dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

f. mengembangkan kemitraan dengan wusaha mikro, kecil,
dan koperasi yang saling memerlukan, memperkuat, dan
menguntungkan;
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mengulamakan penggunaan produk masyarakat setempat,
produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada
tenaga kerja lokal,

meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan
dan pendidikan,

berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan
program pemberdayaan masyarakat;

mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar
kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di
lingkungan tempat usahanys,

memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asr;
memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas

dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sckitar;
menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalu
kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
mencrapkan standar wusaha dan standar kompetensi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
mengadakan pembukuan perusahaan;

melaporkan kegiatan dan identitas karyawan serta pemandu
lagu setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala
DISPORABUDPAR dan Kepala SATPOL PP;

melaksanakan penanjian kerja, keselamatan kerja dan
jaminan sosial bagi para karyawannva sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

membuat peraturan tata tertib penyelenggaraan karaoke; dan
mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.

Pasal 25

Setiap pengusaha karaoke dilarang :

a.

b.

memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian,

perbuatan asusila. peredaran dan pemakaian narkoba,
minuman keras, membawa senjata api/ftajam serta tindakan
pelanggaran hukum lainnya;

memperkerjakan tenaga keija dibawah umur sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
memperkerjakan tenaga kerja warge negara asing tanpa izin;
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d. mencrimz pengunjung dibawah umur sesuai peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

e. memperkerjakan pemandu lagu vang tidak tercatat scbagai
pemandu lagu di tempat penyelenggaraan karaoke miliknya;

f. menyelenggarakan usahanya di luar jam operasional vang
ditetapkan;

g. mengoperasikan kecgiatan usahanya pada bulan suc
Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya; dan

h. membiarkan terjadinva pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan sebaganimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
yang dilakukan oleh karyawan, pemandu lagu atau
pengunjung.

Pasal 26

Pemandu lagu wajib :

mencatatkan identitas din di tempat kerja;

a
b. membawa kartu identitas;

P

berpaukaian rapi sesual norma susila yang berlaku;

P

memandu pengunjung sesuai dengan profesinya sebaga:
pemandu lagu sesuai dengan batas norma kesusilaan yang
berlalku di masyarakat; dan
©. mematuhi peraturan-peraturan yang perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 27
Pemandu lagu dilarang :
a. minum minuman keras, mengkonsumsi dan mengedarkan
narkoba;
b. berpakaian yang menampeakkan pornvaksi dan pornografi
yang bertentangan dengan norma susila; dan

c. berbuat onar ditempat kerja yang mengganggu kenyamanan
pelanggan dan pekerja lainnya.

Pasal 28

Pengunjung karaoke wajib :

a. menjega dan menghormati naoarma agama, adat istiadat,
budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
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b.

C.

turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan
lingkungan; dan
turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang

melanggar norma kesusilaan dan kegiatan yang melanggar
hukim.

Pasal 29

Pengunjung karaoke dilarang:

4.

0

(1)

(2)

(1)

(2)

membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras,
narkoba;

berbuat onar ditempat karaoke;
berbuat asusila di tempat karaoke; dan
berpakaian seragam dinas/sekolah.

BAB VIl
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 30

Pemerintah Daerah melaksanakan tindakan pengawasan
kegiatan usaha karaoke, dalam rangka mencegah dan
menanggulangli berbagai dampak negatif bagi masyarekat
luas.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dilaksanakan seccara insidentii maupun berkala cleh
DISPORABUDPAR, SATPCOL PP dan instansi terkait.

Pasal 31

Pelaksanasn pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 syat (2) dapat melibatkan peran serta setiap orang,

wizatawan dan pengusaha pariwisata.

Peran serta sebagaimena dimaksud pada ayvat (1)

disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat :

a. identitas pelapor;

b. tanggal pelaporan;

c. waktu dan tempat kejadian; dan

d. kegiatan usaha karaoke wang diduga atau telah
mcnimhu}kan dampak negatif.
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Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 32

(1) Bupati melakukan pengendalian atas kegiatan usaha karaoke
yang menimbulkan dampak negafif bagi masyarakat luas,
dengan cara :

a. pencegahan; dan
b. penanggulangan.

(2) Pengendslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dileksanakan oleh DISPORABUDPAR, SATPOL PP dan
Instansi terkait.

Pasal 33

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)

huruf a dilakukan dengan cara :

a. menaatl tata ruang;

b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan
bidang kepariwisataan;

c, mclibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan
kepariwisataan;

d. melakukan pemantauan lingkungan; dan

e. sosialisasi oleh dinas/instansi terkait sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 34

Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)

huruf b dilakukan dengan cara :

a. mengisolasi lokasi, osrang, pengunjung dan/atau Pengusaha
Karaoke yang menyebabkan dampak negatif,

b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari
kegiatan usaha karaoke;

c. melakukan tindakan pengurangan resiko yang timbul akibat
kegiatan usaha karaoke yeng berdampak negatif; dan/atau

d. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknaologi.
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(1]

(3)

(4)

(1)

(2)

(3

BAB I1X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

Setiap pengusaha karaoke yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 15 ayat
(5), Pasal 21 ayat (3) dan ayzat (4) serta Pasal 22 ayat (1) dan
avat (2) dikenai sanksi teguran tertulis pertama oleh Kepala
DISPORABUDPAR.

Apabila dalam jangka walctu 7 (tujuh) hari kerja setelah
diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha karaoke tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4] serta
Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), penyelenggara karacke dikenai
sanksi teguran tertulis kedua oleh Kepala DISPORABUDPAR.
Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah
diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha karaocke ridak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (6), Pasal 15 ayat (5], Pasal 21 ayat (3) dan ayat {4) serta
Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), TDUP dibekukan sementara
oleh Kepala DPMPTSP.

Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi
pembekuan sementara TDUP scbagaimana dimaksud pada

ayat (3), maka Pengusaha Karaoke tersebut dilarang
menjalankan usahanya.

Pasal 36

Setiap pengusaha karaoke vang tidak memenuhi ketcntuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayar (1) dikenai sanksi
teguran tertulis pertama oleh Kepala DISPORABUDPAR.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha karaoke tidak
memenuhi kKetentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1), pengusaha karaoke dikenai sanksi teguran tertulis
kedua oleh Kepala DISPORABUDPAR.

Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja
setelah diberikan tegniran tertulis kedua, pengusaha karaoke
tidak memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1), penyelenggara karaoke dikenai sanksi
teguran tertulis ketiga oleh Kepala DISPORABUDPAR.

1?7



(1) Apebila dalam jangka waktu 14 [empat belas) hari kerja
setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha karaoke
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1), TDUP dibekukan sementara oleh Kepala
DPMPTSP. |

(5) Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pembekuan
sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4], maka

Pengusaha Karanke tersebut dilarang menjalankan usahanva.

Pasal 37

{i) Setiap pengusaha karacke vang tidak mematuhi jam
operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
dikenakan teguran tertulis pertama oleh Kcpala
DISPORABUDPAR.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha karaoke tidak
mematuhi jam operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, dikenakan teguran tertulis kedua oleh Kepala
DISPCRABUDPAR.

{3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah
diberikan teguran tertulis kedua, pengusahe karacke tidak
mematuhi jam operasicnal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, penyelenggara karaoke dikenakan pencabutan atas
TDUP yang dimilikinya oleh Kepala OPMPTSP.

(4 Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi
pencabutan TDUF sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
maka P:ngﬁsaha Karacke tersebut dilarang menjalankan
usahanya.

Pasal 38

(1) Setiap pengusaha karaoke yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau
melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25,

dikenakan teguran tertulis pertama olch Kepala
DISPORABUDPAR.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha karaocke tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 24 dan/atau melanggar larangan scbagaimana diatur

dalam Pasal 25, dikenakan teguran tertulis kedua oleh
Kepala DISPORABUDPAR.

(3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sctelah

diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha karaoke tdak
melaksanakan Kkewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 dan/atau melanggar larangan sebagaimana didtur
dalam Pasal 25, pengusaha karacke dikenakan pencabutan
atas TDUP yang dimilikinya olech Kepala DPMPTSP.

(4) Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pencabutan

(1]

2)

(3)

TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3], maka Pengusaha
Karaoke tersebut dilarang menjalankan usahanya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN ool

Pasal 39

Pengusaha Karaoke yang telah memiliki Izin Gangguan dan
masih menjalankan usaha sebelum berlakunya Peraturan
Bupati ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan
dapat diberikan TDUP setelah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lama 6
(enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
Apabila Pengusaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memenuhi persyaratan dalam jangka waktu
yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi persyaratan
scbagaiimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (3), maka
dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan
usaha karaoke.

Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, maka
lokasi wusaha karacke harus menyesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pengusaha karaoke wsjib memenuhi standar usaha karaoke
paling lama 1 (satu) tahun sejak mendapatkan TDUP.
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BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Karaoke (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor
17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Bupau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 29 [F&wt 2014

Diundangkan di Purwodadi et
< T p |
pada tanggal 28 reret 2018 \‘““\*#-"‘"'

SRogoot -
'*-u.:;t____‘_;___:__ £
BERITA DAERAH KABRUPATEN GROBOCAN TAHUN 2018 NOMOR T
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